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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 1S TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA ANGKUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATIT BANYUMAS,

bahwa dalam rangka pemberinan izin kepada orang
pribadi atau haden yang dimaksudkan untk
pemhinaan, pengaturan, pengendalian dan
pengawasan atas kegiatan, pemanfastan muang,
penggunaan sumber daya alam, harang, prasamna,
sarana atau fasilitas tertentu puns melindungi
kEepentingan umum dan menjaga keleslarian
lingkungan diperlukan upaya-upaya nyata yaitu
dengan meningkathkan pelayanan;

. bahwa Peraturan Dasrah Kabupaten Daerah Tingkat

Il Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 1995
tentang Pemberian [zin Mendirikan Perusahaan
Pengangkutan dipandang sudah tidak sesuai dengan
perkembangan |, sehingpa perlu untuk ditinjau
kembali dan disesuaikan;

. bahwa schubungan dengan hal tersebut diatas perlu

menetapkan kembali Retribusi 1zin Usaha Angkutan
dengan Peraturan Daerah ;



. Undang-undang Nomor |3 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Dserah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24,
Berita Hggln Republik Indonesia Tanggal 8
Agustus | 950);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara
Republik Indopesia Tahun 1992 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3480);

. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia
Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 34 Tahhun 2000 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 46,
Tambahan [embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4048),

. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437), sebagaimana telah diubeh dengan Undang-
undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara
Republik Indomesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia
Nomor 4548),

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Dazarah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2004 Nomeor 126 , Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoncsia Nomor 4438);
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6.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993
tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3527);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Talun 2001
tentang Retribusi Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indoncsia Tahun 2001 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia
Nomor 4139);

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang
Penunjukan, TPengangkaten, Kewenangan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai
Penyidik Pada Pemerinah Kabupaten Daerah
Tingkat [1 Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat Il Baryumas Tahun 1986 Nomor 5
Seri D).

Dengan Persemujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

Menetapkan :

BANYUMAS
dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
1ZIN USAHAANGKUTAN



BAD I
KETENTUAN UMUM

Fasal 1

Dalam Peraturan dacrah ini yang dimaksud dengan :

R

10.

12

Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas.

Pemerintah Dacrahadalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Bupati adalah Bupati Banyumas.

Dinas/Badan/Instansi adalah Dinas/Badan/Tnslansi yang bertanggung
jawsab dibidang Pechubungan di lingkungan Kabupaten Banyumas.
Pejabat adalah adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang
Retribusi Daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
lzin Usaha adalah izin untuk melakukan kegiatan usaha angkutan di
jalan_

Kendaran Bermoator adalah kendaran yang digerakan oleh peralatan
tieknik yang ada pada kendaran itu.

Kendarean Umum adalah setiap kendaraan benmotor yang discdiakan
untuk dipergunakan aleh umum dengan dipungut bayaran.

Mobil Penumpang adaleh setiap keandaraen bermotor yang
dilengkapi sehanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak
termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa
perlengkapan hagasi.

Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih
dari & (delapan) tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dangan
maupun tenpa perlengkapan bagasi.

Angkutan Taksi adalsh angkutan dengan menggunakan mobil
penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan
argometer yang melayani angkutandari pintu ke pintu dalam wilayah
operasi terbatas,

Angkman Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atan
tujuan ictap, yang melayani antar jemput penumpang umum , antar
jempun karyawan, pemukiman dan simpul yang berbeds
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13.

14.

16.

18.

19

20.

21.

Mobil Barang adalsh mobil yang setiap kendaraab bermotor selain
sepedamotor ,mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
Perusahaan AngkutanUmum adalah perusahaan yvang menyediakan
jasa penumpang maobil bus dan kendaraan khusus.

Retribusi daerah adalah pungutan daersh sebagai pemabayaran atas
jasa atau pemberiaan izin tertentu yang khusus discdinkan dan atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau
badan.

Retribusi Izin Usaha Angkutan yang selanjutnya disebut Retribusi
adalah pembayaran alas pemberian izin usaha angkutan kepada vrang
pribadi atan badan untuk melakukan usaha angkutan dengan
kendaraan umum;

Badan adalah suatu benluk bedan usaha yang meliputi persercan
terhatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya badan usaha milik
negara atou daerah dengan nama dalam bentuk apapun, persekutuan,
pericumpulan, firma, kongsi, koperasi,yayasan atau organisasi yang
sejenis |, lembaga | dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk
usahn lainmya.

Pemungutan adalah suatu rangksian kegiatan mulai dari
penghimpunan dara chyek dan subyek retribusi, penentunan basamya
retribusi vang terutang sampai kegiatan peragihan retribusi kepada
wijibretribusi serta pengawasan penyctorannyz ;

Subyek Retribusi adaleh orang stau badsn yang dapat dikenakan
retribusi.

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
peraturan  perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk
melskukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan dan
pemotongan retribusitertentu,

Masa relribusi adalah suatu jangka wakiu tertenlu yvang merupakan
batas waktu bagi wayib retribusi diwajibkan untuk memanfaatkan
jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.

Sural Pemberitahuan Retribusi Daesrsh vang selanjutnya disingkat
SPTHED adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk

- melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang

menurut peramran Retribusi Dasrah.



24,

27.

28.

29,

30.

Surat Ketetapan Retribusi Dacrah yang selanjutnya disingkat SKRD
adalah surat keputusan yang menentukan besarnva jumlah retribusi
yangterutang.

Sural Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD
adalah surat untuk melakukan penagihan retribusi dan/atan sanksi
Surat Ketetapan Retribusi Daersh Kurang Bayar yang selanjutnya
disingkat SKRDKB adalah sural keputusan yang menetukan
besamya jumlah retribusi yang terutang dan jumlah yang masih harus
dihayar,

Surat Ketetapan Retribusi Dacrah Lebih Bayar yang selanjutmya
disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah
kelehihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih
besar daripeda retribusi yang lerutang dan tidak seharusnya
terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan vang
sclanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang
menentukan tambahan atas jumlah retribusi dasreh yang telah
ditetapkan.

Surat Sctoran Retribusi Dacrah yang sclanjutnya SSRD adalah surat
yeng digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran
alau penyetoran rerribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat
pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Penghitungan retribusi daerah adalah perincian besamya retribusi,
bunga, kekurangan pembayaran, kelebihan pembayaran maupun
sanksi administrasi.

Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewnjiban yang harus
dipenuhi oleh Wajib rerribusi sesuai dengan Surat Ketetapan
Retribusi Dacrah dan Surat Tagihan Retribusi Dacrah ke kas dacrah
atan/dan ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah
ditentukan.

31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegialan untuk mencari,
mengumpulkan, dan mengolah data keferangan lainnya delam
rangka pengawasan kepatuban pemenuhan kewajiban retribusi
berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang retribusi.

32. Penyidikan adalah scrangkaian tindakan yang dilakukan olch
penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan
bukti ity membuat terang tindak pidana di bidang retribusi dacreh
yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

33. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indotiesia ateu
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang
khusus oleh undang-undang untuk melzkukan penyidikan.

34. Kedaluarsa adalah suatu alat untuk mempernieh sesuaru atau untuk
dibebaskan dari suatu perserikatan dengan lewatnyn suatu wakmu
fertentu.

BABII
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi [zin Usaha Anghkutan dipungut retribusi sebagai

pembayaran atas pemberian Izin Usaha Angkutan kepada orang pribadi

atau badan vang mendirikan usaha angkutan dengan kendaraan umum.
Pasal 3

Obyek retribusi adalah pemberian Izin Usaha Angkutan untuk mendirikan
usahaangkutan dengan kendaraan umum.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau hadan yang mempercleh Izin
Usaha Angkutan.



BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal §

Retribusi Izin Usaha Angkutan digolongkan sebagai retribusi perizinan
erenin.

-

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat pmmmn_?maﬁuhnmmnjeﬂsmmm?m;
dilakukan.

BAB WV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF
Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besamya tarif retribusi didasarkan
pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggarasn
pemberian izin yang bersangkuran

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal B

(1) Struktur den besamya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis
angkutan umum yang diusahakan.

(2)  Strukwrdan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada avat
(1), sebesarRp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

E

BAB VIl
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9
Retribusi terutang dipungut di daerah.

BABVIII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi dipungut dengan SKRD arau dokumen lain yang
dipersamakan.

BAB X
MASA RETRIBUSI

Pasal 12

Masa Retribusi Izin Usaha Angkutan berlaku selama usaha terssbur
masih berjalan.



BAD X1
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retibusi ridak membayar tepat wakilunya atau kKurang
membayar, dikenakan sanksi edministresi berupa bunga sebesar 2 %
(dua prosen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar
dan ditagih dengan menggunakan STRD,

BAB XlI
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 14
{1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.

(2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lama 30 (Tiga puluh) hari
sejak diterbitkennya SKRD ataudokumen lainyang dipersarakan,

Pasal 15

Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal §, disctor
socara bruto ke Kas Daerah.

BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

(1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau sural lain yang scjenis
sebagai awal tindakan pelaksansan penagihan retribusi
dikeluarkan 7 (Tujuh) hari sejak saat januh tempo pembayaran.
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(2)

3)

(1)

(2)

3

(1)

Dafpam waktu 7 (Tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat
Peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi
harus melunasi retribusi yang terutang.

Surat T:gu:rm Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan cleh Bupati
atau pejabat yang ditunjuk.

BAB X1V

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI

Pasal 17

Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan
retribusi.
Pj:mbqim pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib
retribusi,

Tata cars pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan
Bupati,

BAB XV
KEBERATAN

Pasal 18
Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau
pejabal yung ditunjuk atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau
dokumen lain yang dipersamakan.



(2)

(3)

(4)

(h

(2)

(3)

(%)

Keberatan diajukan secara termulis dalam bahasa Indonesia dengan
alasan-alasan yang jelas

Keberatan harus dizjukan dalam jangka wakm paling lama 2 (dua)
bulan sejak Surat Ketetapan Retribusi Daerah diterbitkan, kecuali
wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak
dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi
dan pelaksanaan penagihan retribusi.

BAR XVI
KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajih Retribusi dapat
mengajukan permohenan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat
yangditunjuk.

Bupeti atau Pejabat vang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6
(enam) bulan szjak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran
retmbusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah
memberikan keputusan.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimakeud pada ayat (2)
telah terlampaui dan Bupati stau Pejabat yang ditumjuk tidak
memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian retribusi
dacrah dianggap dikabulkan dan SKDLB harus diterbitkan dalam
jangka waktu paling lama 1 (samu) bulan.

Apabila wajib retribusi mempunyai ulang retribusi lainnye, kelebiban
pembayaran retribusi sehagaimanz dimaksud pada ayat (1), langsung
diperhitungkan untuk melumnasi terlebih dahulu utang retribusi
tersebut.

i2

(6)

Apabila pengembalian retribusi sebagaimana dimaksud paca ayat (5)
dilakukan seiclah lewar jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati atau
Pejahat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua
prosen) perbulan.

BAB XVII

KEDALUWARSA RETRIBUSI DAN PENGHAPUSAN PIUTANG

(1)

@)

(1)

RETRIBUSI KARENA KEDALUWARSA PENAGIIIAN
Pasal 20

Hak untuk mclakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah
melampaui jangka wakt 3 (tiga) tahun terhitung scjak saat
terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusii melakukan
tindak pidana dibidang retribusi.

Kedzluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tertangguh epabila:

a.  Diterhitkan surat teguran, atau

b.  Ada pengakuan utang retribusi dari wajib rerribusi baik
langsung maupun tidak langsung.

Pasal 21

Piutang retribusi yang dapat dihapus adalah piutang retribusi yang
t::nannnndahm SKRD ateu dokumen lain yang dipersamakan yang
tidak dapat aiau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena wajib
retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harra warisan

-dan tidak mempunyai ahli waris, ridal dapal ditemukan, tidak

mempunyai harta kekayaan lagi atau karena hak untuk melekukan
penagihan sudah kadaluarsa.
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(2)

(3

4)

(5)

(6)

(1

(2)

Untuk memastikan keadaan wajib retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), harus ﬁmmmlMHﬂlb
retribusi, sebagai dasar menentukan besarnya retribusi yang tidak
dapat ditagih lagi.

Piutang retribusi scbagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat
dihapuskan setelah adanya laporan pemenlman sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), atau sctclah adanya penclitian administrasi
mengenai kedaluwarsa penagihanretribusicleh Dinas.

Atas dasar laporan dan littan administrasi sehagaimana
dimaksud pada ayat (3), uﬁzn:idirmhm takwm[:'umsmemhua:
daftar penghapusan piutang unfuk sctiap jenis rctribusi yang berisi
nama wajib retribusi, jumlah retribusi dan keterangan mengenal
wajib retribusi.

Dinas meayampaikan usul penghapusan piutang retribusi kepada
Bupati pada setiap akhir @hun takwin dengan dilampirkan daftar
penghapusan piutang sebagaimana dimaksud padaayat (4).

Bupati menetapkan keputusen penghapusan piutang retribusi yang
sudah kedaluwarsa, ;

Tata cara penghapusan piutang retribusi diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

Wajib retribusi yeng tidak melaksanskan kewajiban sehingga
merugikan keuangan Dacrah, diancam pnhmkwunmpalmﬂ lama
6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumleh
retribusi yang teruiang.

Tindak pidana scbagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelanggaran
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BAB XIX
PENYTINKAN

Pasal 23

(1) Pejabat Pegawal Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah

(<)

Daszrah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan
penyidikan tindak pidena di bidang retribusi dacrah.

Wewenang penyidik ssbagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah:

.  Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti
atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi
agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap
danjelas.

b.  Mencliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi

¢.  Meminia keterangan dan hahan bukti dari orang pribadi atan
badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan den dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencamian dan dokumen-dokumen lain serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bulti terscbut

f.  Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanasn mugas

_ penyidikan tindak pidana di bidang retribusi

g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang sesearang
meninggalkan ruangan stau tempat pada sast pemeriksaan
sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau
dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e tersebut
diatas

“h.  Memotrel seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana

retribusi.
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i Mamm,ggﬂsmumuumtddmguk:mmdm

l;. H:hkukﬂn tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum

yang dapai diperianggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitshukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya
kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diaturdalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24
Dengan berlakunya Persturan Daerah ini, maka Peraturan [lasrah
Kabupaten Daerah Tingkat Il Banyumas Nomor 9 Tahun 1985 tentang
Pemberian Izin Mendirikan Perusahaan Pengengkutan dinyatakan tidak
berlaku lagi

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati

FPasal 26

Peraruran Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar sefiap orang dapal mengetahuinya, memerintahkan

pengudangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerzh Kabupaten Banyumas.
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Ditetapkan di Purwokerto
Pada Tanggal 19 Desember 2005

BUPATI BANYUMAS
ttd

ARIS SETIONG



